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Abstract

The development of sharia banking in Indonesia has shown significant progress in the
last few decades, with murabahah financing as one of the superior products in great
demand by the public. This financing is considered easy and by Islamic economic
principles, offers a solution for customers to obtain goods or services without having
to pay in cash. The Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema
Council (DSN-MUI) plays an important role as a guideline in the implementation of
murabahah products, ensuring that transactions are carried out transparently and
fairly, under the provisions. This research uses a descriptive qualitative approach to
analyze the implementation of the DSN-MUI fatwa regarding murabahah financing in
Sharia banking practices. The research results show that although the DSN-MUI
fatwa provides a clear legal framework, challenges in harmonizing the provisions of
the fatwa and existing regulations are still an obstacle in the implementation of
murabahah financing. Therefore, understanding and compliance of Sharia financial
institutions with Sharia principles, as well as the role of the Sharia Supervisory
Board (DPS) in supervision, is very important to maintain the integrity and trust of
the public in Sharia banking products.
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Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan
yang signifikan dalam beberapa dekade akhir-akhir ini. Dengan pesatnya perkembangan
yang terjadi dalam industri perbankan syariah membuat pelayanan keuangan harus terus
ditingkatkan, salah satu bentuk penyediaan layanan keuangan berbasis syariah dengan
salah satu produk unggulan yang dimiki yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan
murabahah merupakan salah satu produk unggulan yang diminati banyak masyarakat,
sebab dianggap mudah dan sesuai dengan aturan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
Murabahah menjadi salah satu transaksi yang diminati sebab jual beli yang dilakukan
dengan menggunakan margin keuntungan yang disepakati antar kedua belah pihak baik
pihak bank atau nasabaha itu sendiri (Diah & Zulhamdi, 2022, 55).

Pelaksanaan perbankan syariah khususnya di Indonesia ini diatur dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Nurul Muyasaroh, 2022,14).
Dalam Undang-undang ini mewajibkan bagi bank syariah untuk mematuhi prinsip syariah
yang terdapat pada praktik pelaksanaan perbankannya. Salah satu bentuk prinsip syariah
adalah adanya larangan riba yang digantikan dengan konsep murabahah dalam praktinya.
Lembaga perbankan dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara syariah, hal
ini sangat berbeda denagn bank konvensional yang tidak pernah luput dengan adanya
praktik riba (Khusna, 2021, 62). Pembiayaan murabahah menjadi instrumen penting dalam
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praktik di dunia perbankan syariah karena pembiayaan yang dimaksud menjadi solusi bagi para
nasabah yang ingin memperoleh barang atau jasa tanpa harus membayar secara tunai. Murahabah
ini didasarkan pada konsepsi jual beli yang mana pihak bank syariah akan membeli barang yang
dibutuhkan nasabah dan akan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga sesuai yang telah
disepakati diawal dengan mencangkup margin keuntungan bagi pihak bank. Pembiayaan
murabahah merujuk dan harus tunduk pada ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Dewa
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Arifin, 2023, 3).

Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan pembiayaan syariah
di Indonesia, termasuk salah satunya adalah murabahah. Fatwa ini bertujuan untuk
memastikan Bahwa seluruh bentuk praktik yang dilakukan perbankan syariah tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Fatwa ini berperan penting sebagai
regulasi pembiayaan murabahah ialah Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IVV/2000
(Jannah et al., 2019,85). Fatwa ini mengatur segala bentuk mekanisme pembiayaan
murabahah mulai dari akad, syarat, ketentuan, hingga pelaksanaannya di lapangan.

Tantangan dari berbagai aspek regulasi dan kepatuhan juga mempengaruhi pada
fatwa DSN-MUI vyang bersifat mengikat bagi bank syariah, sebab penerpannya
membutuhkan adaptasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia. Adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan
Peraturan Bank Indonesia menjadikan ketidakselarasan antar ketentuan fatwa dan
regulasinya, yang mana dapat menghambat dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah
dalam praktinnya (Sayekti, 2013, 30).

Melihat dalam kontek global perbankan syariah terus mengalami perkembangan
dan karakteristik tersendiri. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim memiliki
potensi besar dan tumbuh tekait dengan keberhasilan pelaksanaan fatwa DSN-MUI
termasuk dalam pembiayaan murabahah, dalam hal ini juga sangat bergantung pada sejauh
mana bank syariah mampu menjalankan ketentuan tersebut dalam menjalankan
konsistensi dan kesesuain dengan peraturan yang diberlakukan. Untuk itu tinjauan yuridis
dilakukan terhadap implementasi fatwa DSN-MUI sebagai peninjau secara mendalam
terhadap aspek-aspek hukum yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk memberikan Gambaran
yang jelas mengenai bentuk tantangan dan peluang dalam pelaksanaannya.

Tinjauan yuridis ini sangat penting dilakukan dengan mengingat peran strategis
perbankan syariah dalam mendukung segala bentuk perekonomian di Indonesia, terutama
dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Dengan memahami
implementasi fatwa DSN-MUI dalam pembiayaan murabahah ini diharapkan dapat
menciptkan sinegitas bagi para pelaku indutri dan nasabaha dalam mewujudkan parktik
perbankan syariah yang lebih optimal dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif
dipilih untuk memahami secara mendalam implementasi fatwa DSN-MUI mengenai
pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan
deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi di
lapangan, serta untuk menjelaskan bagaimana fatwa tersebut diterapkan oleh lembaga
keuangan syariah. Penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif
mengenai implementasi fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan murabahah dalam praktik
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perbankan syariah di Indonesia, serta kontribusinya terhadap pengembangan industri
keuangan syariah di tanah air.

Hasil dan Pembahasan
Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Syariah

Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang banyak
digunakan dalam perbankan syariah (Nasution, 2021, him. 134). Konsep murabahah
berasal dari bahasa Arab dari kata ar-ridh yang artinya keuntunga dalam perniagaan.
Sedangan menurit para ulama murabahah memiliki arti menjual barang dengan harga awal
(harga beli) dengan tambahan keuntungan yang diketahui (Sulaiman, 2024). Dipahami
juga sebagai “penjualan dengan pengungkapan harga pokok dan keuntungan”. Konteks
syariah, murabahah merupakan transaksi jual beli di mana penjual mengungkapkan harga
pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah
pihak. Pembiayaan ini sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau
investasi, di mana lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh
nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi (Sa’diyah, 2019).

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk utama dalam perbankan
syariah yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah.
Pembiayaan ini menjadi tugas pokok bank dalam memberikan fasilitas penyediaan dana
untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan desifit unit (Prayogo, 2014, him.
116). Sedangkan murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual mengungkapkan
harga beli barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Dalam konteks
hukum Islam, murabahah memiliki dasar hukum yang kuat, yang diambil dari Al-Qur'an,
hadis, dan prinsip-prinsip figh.

Dasar hukum murabahah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, terutama pada ayat
yang menjelaskan tentang keadilan dalam transaksi. Dalam Surah Al-Bagarah ayat 282,
Allah SWT memerintahkan agar transaksi dilakukan dengan cara yang jelas dan
transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip murabahah, di mana penjual harus
mengungkapkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang dikenakan kepada
pembeli. Keterbukaan ini menjamin keadilan bagi kedua belah pihak (Nugraha dkk.,
2022).

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi rujukan penting dalam pembiayaan
murabahah. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, “Jual beli itu adalah perkara yang
dihalalkan, kecuali yang dilarang.” Hadis ini menunjukkan bahwa selama suatu transaksi
dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, maka transaksi tersebut
diperbolehkan (Yusuf & Iswandi, 2021). Murabahah sebagai bentuk jual beli yang
transparan dan adil, memenuhi syarat tersebut. Sedangkan dalam konteks figh, murabahah
termasuk dalam kategori transaksi jual beli yang diperbolehkan. Para ulama sepakat
bahwa murabahah adalah salah satu metode yang sah dalam perbankan syariah, asalkan
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya, barang yang diperjualbelikan haruslah
halal dan tidak melanggar prinsip syariah. Ini menunjukkan bahwa murabahah tidak hanya
sekadar transaksi jual beli, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan etika.

Praktik murabahah terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transaksi
tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, barang yang diperjualbelikan harus halal
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dan memiliki nilai. Kedua, penjual harus mengungkapkan harga pokok barang dan margin
keuntungan secara jelas kepada pembeli. Ketiga, transaksi harus dilakukan secara sukarela
tanpa adanya unsur paksaan. Keempat, barang yang dijual harus ada di tangan penjual
sebelum dijual kepada pembeli, sehingga penjual memiliki hak penuh atas barang tersebut.

Aspek transparansi dalam murabahah sangat penting untuk menjaga kepercayaan
antara pihak-pihak yang terlibat. Pengungkapan harga pokok dan keuntungan yang jelas
akan menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari. Selain itu, lembaga keuangan
syariah harus memastikan bahwa semua biaya yang terkait dengan pembiayaan, seperti
biaya administrasi dan biaya lainnya, juga diinformasikan dengan jelas kepada nasabah.
Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam transaksi yang diatur dalam syariah.

Murabahah sering digunakan untuk pembiayaan barang konsumsi, seperti
kendaraan, elektronik, atau properti. Lembaga keuangan syariah akan membeli barang
yang diminta oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah
disepakati, yang biasanya dibayar secara cicilan. Model pembiayaan ini memungkinkan
nasabah untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus membayar secara tunai,
sekaligus menghindari praktik riba yang dilarang dalam syariah. Meskipun murabahah
merupakan produk yang banyak diminati, terdapat beberapa tantangan yang harus
dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat
tentang prinsip syariah dan produk-produk keuangan syariah yang masih terbatas. Oleh
karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai murabahah dan produk syariah lainnya sangat
penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong penggunaan produk
keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah juga harus memastikan bahwa praktik murabahah yang
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk
melakukan audit dan pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi murabahah untuk
menghindari adanya unsur ketidakadilan atau penipuan. Dengan demikian, kepercayaan
masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah, termasuk murabahah, dapat
terjaga. Pembiayaan murabahah dalam syariah memiliki dasar hukum yang kuat dan
memenuhi prinsip-prinsip syariah yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. Dengan memperhatikan syarat-
syarat dan prinsip-prinsip yang ada, murabahah dapat menjadi alternatif yang baik bagi
masyarakat untuk bertransaksi secara halal dan berkeadilan

Impelementasi Fatwa DSN-MUI pada Praktik Perbankan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki
peran yang sangat penting dalam mengatur praktik perbankan syariah di Indonesia. Fatwa
ini berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan
operasionalnya, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat. Implementasi fatwa DSN-MUI menjadi kunci
dalam memastikan bahwa produk dan layanan perbankan syariah tidak hanya memenuhi
aspek legalitas, tetapi juga aspek etika dan moral yang diatur dalam syariah.

Aspek penting dari implementasi fatwa DSN-MUI adalah kejelasan dan ketegasan
dalam pengaturan produk-produk perbankan syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh
DSN-MUI mencakup berbagai aspek, mulai dari produk pembiayaan, investasi, hingga
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asuransi syariah. Dengan adanya fatwa ini, lembaga keuangan syariah dapat merujuk
kepada pedoman yang jelas dalam merancang produk-produk yang sesuai dengan prinsip
syariah, sehingga dapat meminimalisir risiko pelanggaran hukum syariah. Implementasi
fatwa DSN-MUI juga berpengaruh pada pengawasan dan audit internal lembaga keuangan
syariah (Taufig, 2020). Setiap lembaga diharapkan memiliki Dewan Pengawas Syariah
(DPS) yang bertugas untuk memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang
ditawarkan telah sesuai dengan fatwa yang berlaku. DPS berperan penting dalam
memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap produk yang akan diluncurkan, sehingga
dapat menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah
(Maradita, 2014).

Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman khusus terkait produk-produk tertentu,
seperti murabahah, ijarah, dan mudarabah. Misalnya, dalam fatwa mengenai murabahah,
terdapat ketentuan mengenai pengungkapan harga pokok dan margin keuntungan yang
harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan
transparansi dalam transaksi, sehingga nasabah dapat memahami dengan jelas biaya yang
harus mereka bayar. Fatwa DSN-MUI juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan
tidak adanya unsur gharar (ketidakpastian) dalam setiap transaksi. Dalam konteks ini,
lembaga keuangan syariah diharapkan untuk menghindari praktik-praktik yang dapat
merugikan nasabah, seperti biaya tersembunyi atau penipuan. Dengan demikian,
implementasi fatwa ini tidak hanya melindungi nasabah, tetapi juga menjaga reputasi
lembaga keuangan syariah di mata masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi fatwa DSN-MUI adalah adanya
variasi pemahaman di kalangan pelaku industri tentang prinsip-prinsip syariah. Hal ini
sering kali menyebabkan perbedaan dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, sosialisasi
dan edukasi yang berkelanjutan mengenai fatwa DSN-MUI kepada para pelaku industri
dan masyarakat sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan memastikan bahwa
semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Peran DSN-MUI dalam memberikan fatwa
juga sangat penting dalam menjaga konsistensi dan keselarasan antara lembaga keuangan
syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan harus mampu menjawab
tantangan dan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi inovasi produk
keuangan yang terus berkembang. Oleh karena itu, DSN-MUI perlu melakukan kajian dan
penelitian yang mendalam sebelum mengeluarkan fatwa baru.

Implementasi fatwa DSN-MUI juga berkaitan erat dengan aspek regulasi yang
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK sebagai pengawas industri keuangan
di Indonesia memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah
mematuhi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Kerjasama yang baik antara
DSN-MUI dan OJK sangat penting untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang
sehat dan berkelanjutan. DSN-MUI memberikan kepastian hukum bagi nasabah yang
menggunakan produk perbankan syariah. Dengan adanya fatwa yang jelas, nasabah dapat
merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi, karena mereka tahu bahwa produk yang
mereka gunakan telah melalui proses penilaian yang ketat dan sesuai dengan prinsip
syariah. Ini pada gilirannya dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke
perbankan syariah.
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Analisis Tinjauan Yuridis DSN-MUI Mengenai Pembiayaan Murabahah

Tinjauan yuridis terhadap implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan
syariah di Indonesia sangat penting untuk memahami bagaimana fatwa tersebut diterapkan
dalam konteks hukum dan regulasi yang berlaku. Pembiayaan murabahah merupakan
salah satu produk unggulan perbankan syariah yang berbasis pada prinsip jual beli, di
mana bank bertindak sebagai penjual yang membeli barang dan menjualnya kepada
nasabah dengan tambahan margin keuntungan (Sodik dkk., 2023). Fatwa DSN-MUI
memberikan pedoman yang jelas bagi lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan
transaksi ini agar sesuai dengan prinsip syariah.

Secara yuridis, fatwa DSN-MUI tentang murabahah diatur dalam beberapa
ketentuan, termasuk pengungkapan harga pokok dan margin keuntungan secara
transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam transaksi yang ditekankan dalam
hukum syariah. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa
semua biaya yang terkait dengan pembiayaan murabahah diinformasikan secara jelas
kepada nasabah. Ketidakjelasan dalam pengungkapan dapat berpotensi menimbulkan
sengketa di kemudian hari dan melanggar prinsip syariah yang menekankan kejujuran dan
transparansi.

Implementasi fatwa ini juga berkaitan erat dengan regulasi yang dikeluarkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas industri keuangan di Indonesia
(Nurhisam, 2016). OJK mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk mematuhi fatwa
DSN-MUI dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Hal ini menciptakan sinergi antara
regulasi pemerintah dan pedoman syariah, sehingga memberikan kepastian hukum bagi
nasabah. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan praktik murabahah dapat
berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan perlindungan yang
memadai bagi nasabah.

Beberapa lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan dalam menerapkan
fatwa DSN-MUI mengenai murabahah. Salah satu tantangan tersebut adalah perbedaan
pemahaman di antara pelaku industri tentang ketentuan yang ada dalam fatwa. Hal ini
dapat menyebabkan variasi dalam implementasi di lapangan, yang pada gilirannya dapat
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah. Oleh
karena itu, sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan mengenai fatwa DSN-MUI
sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang
sama.

Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam implementasi fatwa ini adalah
perlunya adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah.
DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi murabahah yang
dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, DPS
berperan sebagai pengawas internal yang dapat memberikan rekomendasi dan penilaian
terhadap produk yang akan diluncurkan. Dengan adanya DPS yang kompeten, diharapkan
praktik murabahah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tinjauan yuridis juga mencakup perlunya lembaga keuangan syariah untuk
melakukan audit dan evaluasi secara berkala terhadap produk murabahah yang mereka
tawarkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut tetap sesuai dengan
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fatwa DSN-MUI dan tidak menyimpang dari prinsip syariah. Audit ini juga dapat
membantu lembaga keuangan dalam mengidentifikasi potensi risiko dan melakukan
perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka.

Tinjauan yuridis terhadap implementasi fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan
murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa fatwa ini
memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan
masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah. Dengan mengikuti pedoman yang
telah ditetapkan, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan layanan yang
adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat mendorong
pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

Penutup

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dan
signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan pembiayaan murabahah sebagai salah
satu produk unggulan yang banyak diminati oleh masyarakat. Pembiayaan murabahah
menawarkan solusi bagi nasabah untuk memperoleh barang atau jasa tanpa harus
membayar secara tunai, sekaligus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik
riba. Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan produk ini,
memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa transaksi murabahah
dilakukan secara transparan dan adil. Pelaksanaan perbankan syariah diatur oleh Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan lembaga
keuangan syariah untuk mematuhi prinsip syariah dalam setiap praktiknya. Hal ini
berbeda dengan bank konvensional yang sering terjebak dalam praktik riba. Dengan
adanya regulasi yang jelas, lembaga keuangan syariah dituntut untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat secara syariah, menjadikan murabahah sebagai alternatif yang
menarik bagi nasabah.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjadi landasan bagi pelaksanaan
pembiayaan murabahah, mengatur mekanisme akad, syarat, dan ketentuan yang harus
dipatuhi. Namun, tantangan dalam implementasi fatwa ini tetap ada, terutama dalam hal
keselarasan antara ketentuan fatwa dan regulasi yang ada. Ketidakselarasan ini dapat
menghambat pelaksanaan pembiayaan murabahah di lapangan, sehingga memerlukan
adaptasi dan pemahaman yang mendalam dari para pelaku industri. Tinjauan yuridis
terhadap implementasi fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan
murabahah sangat bergantung pada pemahaman dan kepatuhan lembaga keuangan syariah
terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam
memastikan bahwa setiap transaksi murabahah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Selain itu, audit dan evaluasi berkala terhadap produk murabahah juga diperlukan
untuk menjaga kualitas dan integritas layanan.

Pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi
besar untuk mendukung perekonomian masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan
fatwa DSN-MUI secara konsisten, lembaga keuangan syariah dapat menciptakan
ekosistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Edukasi dan sosialisasi mengenai
produk-produk syariah, termasuk murabahah, sangat penting untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri perbankan
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syariah yang lebih optimal di masa depan.
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